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merupakan sisa kegiatan sehari-hari 

manusia dan atau proses alam yang 

berbentuk padat. 

Indonesia sebagai negara peringkat 

empat penduduk terbanyak di dunia 

mengalami peningkatan produksi 

sampah yang mengerikan. Berdasarkan 

data Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 

2023 Indonesia menghasilkan lebih dari 

19 juta ton sampah. Sedangkan tahun 

2022 menjadi periode dengan timbulan 

sampah terbanyak dalam 5 tahun 

terakhir dengan total mencapai 37,6 juta 

sampah. Berikut merupakan data 

timbulan sampah di Indonesia dalam 

lima tahun terakhir. 

Tabel Timbulan Sampah Nasional 

Pada Tahun 2019-2023 

 

Tahun Jumlah Sampah 

(Ton/Tahun) 

2019 27.618.401 

2020 27.593.066 

2021 28.459.222 

2022 37.667.251 

2023 19.321.897 

 Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional (SIPSN), 2023. 

 

Pada tabel diatas terlihat bawa 

terjadi fluktuasi timbulan sampah yang 

ada di Indonesia. Namun, data tersebut 

menunjukkan masih tingginya jumlah 

sampah yang dihasilkan dan dapat 

dipastikan akan mengalami peningkatan 

seiring pertambahan penduduk di 

Indonesia. Komposisi sampah terbesar 

terdapat pada limbah sisa makanan 

dengan proporsi mencapai 41,55%, 

diikuti sampah plastik dan sampah kayu 

atau ranting dengan masing-masing 

sebesar 18,9% dan 12,2% pada tahun 

2023. 

Namun demikian, proses 

pengendalian sampah sejauh ini terbilang 

belum baik dengan didapatinya 

permasalahan-permasalahan mengenai 

sampah terutama di kota-kota besar. 

Tabel Provinsi Penghasil Timbulan 

Sampah Terbesar di Indonesia Tahun 

2023 

No. Provinsi Jumlah 

Timbulan 

Sampah (Ton) 

1. Jawa Timur 3.790.869 

2. Jawa Tengah 3.527.050 

3. Jawa Barat 2.077.900 

4. DKI Jakarta 1.571.077 

5. Sulawesi 

Selatan 

933.224 

 Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan                 

Sampah Nasional (SIPSN), 2023. 

Berdasarkan Tabel 1.2 yang dikutip 

dari data Sistem Informasi Pengelolaan 

Sampah Nasional (SIPSN) dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), terlihat bahwa 

Provinsi Jawa Tengah menjadi penghasil 

9 timbulan sampah terbesar kedua di 

Indonesia dengan lebih dari 3,52 juta ton 

sampah pada tahun 2023. Sedangkan 

peringkat pertama diduduki oleh Provinsi 

Jawa Timur dengan 3,79 juta ton sampah. 

Peringkat ketiga hingga kelima berturut-
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turut ditempati oleh Provinsi Jawa Barat, 

DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. 

Pemerintah Daerah memiliki 

kewajiban untuk mengelola sampah 

dengan baik dan benar sesuai amanat 

konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. Regulasi tersebut memiliki arti 

bahwa Pemerintah Daerah memiliki 

tujuan untuk peningkatan kualitas 

lingkungan dan kesehatan masyarakat 

melalui pengelolaan sampah yang baik di 

setiap wilayah administrasi. 

Kota Surakarta merupakan salah 

satu wilayah di Provinsi Jawa tengah 

yang menjadi pusat kegiatan-kegiatan 

nasional. Hal ini membuat Kota 

Surakarta kawasan pertumbuhan 

ekonomi tersohor di Pulau Jawa 

sekaligus terjadi peningkatan volume 

sampah.  

Tabel Angka Kepadatan Penduduk (per 

km2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2021-2023 

No Nama 

Wilayah 

Tahun 

2021 2022 2023 

1. Kota 

Surakarta 

11.36

1 

11.8

78 

11.27

7 

2. Kota 

Tegal 

6.950 8.06

9 

7.238 

3. Kota 

Magelang 

7.572 6.71

5 

6.581 

4. Kota 

Pekalonga

n 

6.813 6.88

9 

6.873 

5. Kota 

Semarang 

4.432 4.44

2 

4.580 

 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)      

Jawa Tengah, 2023. 

Berdasarkan tabel tersebut yang 

didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah, terlihat bahwa di Provinsi 

Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati 

urutan pertama daerah dengan angka 

kepadatan penduduk tertinggi dalam 3 

(tiga) tahun terakhir dengan rata-rata 

mencapai 11.505 jiwa per kilometer 

persegi (km2). Tingkat kepadatan 

penduduk per kilometer persegi yang 

begitu tinggi berpengaruh terhadap angka 

konsumsi masyarakat Kota Surakarta. 

Dengan jumlah penduduk mencapai 

526.870 di tahun 2023 tidak 

mengherankan jika Kota Surakarta atau 

akrab disebut Kota Solo menjadi kota 

penghasil sampah terbesar di Provinsi 

Jawa Tengah. Padahal,jika dilihat secara 

geografis wilayah Kota Surakarta hanya 

sebesar 44.02 km2 , tentu hal tersebut 

menyebabkan ketidakseimbangan antara 

angka konsumsi masyarakat Kota 

Surakarta dengan luasan wilayah yang 

terbilang kecil.  

Tabel Timbulan Sampah Kota 

Surakarta Tahun 2018-2021 

Tahun Jumlah (ton) 

2018 111,836 ton 

2019 110,893 ton 

2020 107,872 ton 

2021 109,297 ton 

  Sumber : Badan Pusat Statistik dan        

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, 

2021. 

Pada tabel diatas menunjukkan 

jumlah timbulan sampah Kota Surakarta 
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yang meningkat pada tahun 2021 

dibanding tahun sebelumnya sebesar 

1,425 ton. Timbulan sampah yang 

dihasilkan di wilayah Kota Surakarta 

bersumber dari berbagai kegiatan seperti 

rumah tangga, jalan raya, pasar, hingga 

tempat umum.  

Kota Surakarta termasuk kota yang 

mengalami over capacity pada Tempat 

Pembuangan Sampah (TPA) yang berasal 

dari akumulasi seluruh TPS di Kota 

Surakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surakarta menyebutkan bahwa jumlah 

sampah yang dihasilkan Kota Surakarta 

setiap tahunnya mencapai 300 ton per 

hari. Dari seluruh sampah yang 

dihasilkan, sebesar 84,94% diangkut 

menuju Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Putri Cempo. Dengan timbulan 

sampah yang cukup masif, beban TPA 

Putri Cempo sangat berat, terlebih sistem 

pengelolaan sampah menggunakan 

sistem open dumping atau pengelolaan 

yang paling sederhana tanpa ada tindak 

lanjut sehingga menimbulkan persoalan 

lingkungan seperti bau busuk, sanitasi 

buruk, dan kontaminasi air tanah. 

Dalam rangka menjawab masalah 

sampah, Kota Surakarta 

mengimplementasikan kebijakan 

pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) yang 

mengkonversi limbah sampah menjadi 

energi listrik terbarukan. Kebijakan 

pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo 

tersebut merupakan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pembangunan Instalasi 

Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik 

Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 

(PLTSa) menjadi alternatif sumber energi 

utama terbarukan yang bisa menjadi 

langkah pengurangan volume sampah di 

TPA Putri Cempo. Namun, solusi 

tersebut memerlukan kajian yang serius 

mengingat terdapat dampak yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan 

khususnya masyarakat sekitar.  

Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

dampak yang terjadi akibat kebijakan 

pembangunan PLTSa Putri Cempo di 

Kota Surakarta. Oleh karena itu, 

penelitian yang dilakukan peneliti 

berjudul “Analisis Dampak Kebijakan 

Pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo 

Kota Surakarta”. 

   

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana dampak yang terjadi 

akibat kebijakan pembangunan 

PLTSa Putri Cempo di Kota 

Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji dan 

menganalisis dampak yang 

terjadi akibat kebijakan 

pembangunan PLTSa Putri 

Cempo di Kota Surakarta. 

 

D. Kajian Teori 

Dampak Lingkungan 

Dampak lingkungan merupakan 

pengaruh perailhan pada lingkungan 

hidup yang disebabkan oleh usaha atau 

kegiatan tertentu. Finsterbusch dan 

Motz (1994: 54-60) mengemukakan 

bahwa teori dampak lingkungan 

mengandung empat komponen untuk 

mengkaji dampak terhadap kebijakan, 

sebagai berikut: 

1. Dampak Individu 

Dampak individu merupakan 

pengaruh kebijakan yang dapat 

berdampak pada salah satu pihak 

yakni individu. Dalam dampak 

individu terdapat tiga aspek yang 

berpengaruh, yaitu aspek biologis 

yang berkaitan dengan kesehatan, 

aspek kenyamanan yang berkaitan 

dengan ketergangguan kehidupan, 

dan aspek psikis yang berkaitan 

dengan kesenangan individu 

terhadap pelaksanaan program 

kebijakan. 

2. Dampak Organisasi 

Dampak organisasi merupakan 

pengaruh kebijakan pemerintah 

apakah mampu menggapai tujuan 

yang sejalan dengan visi dan misi 

organisasi dan apakah program 

tersebut menguntungan atau 

merugikan organisasi. 

3. Dampak Lembaga dan Sistem 

Sosial 

Lembaga dan sistem sosial adalah 

salah satu pihak yang terpengaruh 

dari adanya program kebijakan. 

Hal ini dibuktikan dengan relasi 

yang terbangun antara lembaga dan 

sistem sosial dengan organisasi 

pelaksana. Disisi lain perlu 

diketahui mengenai persepsi 

lembaga sosial mengenai program 

kebijakan pemerintah tersebut. 

4. Dampak Masyarakat 

Masyarakat merupakan pihak yang 

paling berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan, sebab 

mereka bersinggungan secara 

langsung dengan pelaksanaan 

program tersebut. Dalam dampak 

masyarakat terdapat lima aspek 

yakni aspek lingkungan hidup, 

target lingkungan, perekonomian, 

pendidikan dan keagamaan, serta 

persepsi masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif kualitatif. Situs 

penelitian terletak di PLTSa Putri 

Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kota 

Surakarta. Subjek penelitian terdiri dari 

informan dan partisipan yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dengan sumber data primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan melalui tahap reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Metode pengujian validitas 

data menggunakan triangulasi sumber 

data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dampak Terhadap Kebijakan 

Pembangunan PLTSa Putri 

Cempo di Kota Surakarta 

1. Dampak Individu 

Dampak individu mengkaji 

pengaruh yang ditimbulkan oleh 

kebijakan pembangunan PLTSa Putri 

Cempo terhadap individu sekitar 

PLTSa Putri Cempo yang dilihat dari 

tiga aspek, yakni aspek biologis, 

aspek kenyamanan, dan aspek psikis. 

Pada aspek biologis atau kesehatan, 

kebijakan pembangunan PLTSa Putri 

Cempo tidak mengakibatkan 

penurunan kualitas kesehatan 

masyarakat sekitar PLTSa. Hal ini 

dikuatkan oleh tidak adanya keluhan 

dari masyarakat kepada DLH Kota 

Surakarta dan PT. SCMPP mengenai 

gangguan terhadap kesehatan 

masyarakat. Berbeda dengan 

kesehatan, kenyamanan masyarakat 

cukup terganggu saat pembangunan 

dan awal operasional PLTSa Putri 

Cempo. Gangguan berupa suara 

bising yang ditimbulkan ketika 

PLTSa beroperasi pada akhir 2023. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surakarta menilai bahwa suara bising 

yang timbul hanya bersifat sementara 

dan masih dalam ambang batas wajar. 

Sedangkan pada aspek psikis atau 

manfaat, adanya program kebijakan 

ini berdampak positif pada 

penyerapan tenaga kerja bagi 

masyarakat sekitar yang memenuhi 

kualifikasi. Selain itu, terdapat 

peluang usaha yang dapat 

dimanfaatkan penduduk lokal seperti 

pembukaan warung makan, laundry, 

dan lain sebagainya. 

2. Dampak Organisasi 

Dampak organisasi menilai 

pengaruh yang dihasilkan dari 

kebijakan pembangunan PLTSa Putri 

Cempo terhadap organisasi-

organisasi. Dalam kasus ini, terdapat 
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beberapa organisasi masyarakat yang 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung bersinggungan dengan 

PLTSa Putri Cempo, antara lain: 

PKK, Karang Taruna Kelurahan 

Mojosongo, dan Walhi Jawa Tengah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 

kebijakan pembangunan PLTSa Putri 

Cempo tidak sesuai dengan visi dan 

misi organisasi yang bergerak di 

bidang lingkungan hidup seperti 

Walhi Jawa Tengah. Hal ini 

disebabkan, adanya perbedaan prinsip 

dalam pengelolaan sampah sehingga 

adanya PLTSa Putri Cempo tidak 

dapat menyelesaikan persoalan 

sampah di Kota Surakarta secara 

tuntas. Selain itu, tidak ditemukan 

mengenai keterkaitan antara visi dan 

misi organisasi Karang Taruna 

dengan pembangunan PLTSa Putri 

Cempo. Adapun, pada aspek 

keuntungan, organisasi-organisasi 

tersebut tidak merasakan adanya 

keuntungan dari kebijakan 

pembangunan PLTSa Putri Cempo. 

3. Dampak Lembaga dan Sistem 

Sosial 

Dampak lembaga dan sistem sosial 

menilai pengaruh positif dan pengaruh 

negative dari implementasi kebijakan 

pembangunan PLTSa Putri Cempo. 

Pengaruh positif yang dihasilkan berupa 

terjalinnya hubungan baik antara 

lembaga di Kelurahan Mojosongo dan 

PT. SCMPP serta Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surakarta sebagai pengelola 

PLTSa Putri Cempo. Seperti halnya, 

Komunitas Pemulung yang tetap 

diizinkan melalukan aktivitasnya 

memilah sampah di kawasan TPA Putri 

Cempo. Walaupun pada awal 

operasional sempat terjadi konflik 

karena Komunitas Pemulung tidak 

diperkenankan masuk ke dalam kawasan 

TPA Putri Cempo. Kendati demikian, 

setelah dilakukan komunikasi dan 

sosialisasi dengan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surakarta, Komunitas 

Pemulung kembali diizinkan memilah 

sampah di TPA Putri Cempo dengan 

lokasi yang bergeser daripada 

sebelumnya.  

4. Dampak Masyarakat 

Dampak masyarakat yang terjadi 

di Kelurahan Mojongso akibat 

kebijakan pembangunan PLtsA Putri 

Cempo dilihat dari aspek lingkungan 

hidup, target lingkungan, ekonomi, 

pendidikan dan keagamaan, dan 

persepsi masyarakat. Dampak 

lingkungan hidup yang ditimbulkan 

adanya pencemaran udara berupa fly 

ash atau partikel debu dan polusi 

suara saat pembangunan dan awal 

operasional PLTSa Putri Cempo. 

Kemudian, dampak perekonomian 
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terdapat beberapa masyarakat sekitar 

yang direkrut sebagai pekerja di 

PLTSa Putri Cempo seperti satpam 

dan pemilah sampah. Disisi lain, 

pemulung masih diperkenankan 

beraktivitas memulung di kawasan 

TPA sehingga tidak mengganggu 

pendapatan mereka untuk 

penghidupan. Sedangkan aspek 

pendidikan dan keagamaan dirasa 

tidak terganggu atau terpengaruh 

akibat kebijakan pembangunan 

PLTSa Putri Cempo. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Kebijakan pembangunan PLTSa 

Putri Cempo merupakan solusi dari 

Pemerintah Kota Surakarta untuk 

mengatasi masalah sampah di 

tingkat hilir yakni TPA Putri Cempo 

yang sudah overload dan tidak layak 

pakai sejak tahun 2012. Sedangkan, 

permasalahan di tingkat hulu belum 

mampu terselesaikan dengan baik. 

Kebijakan pembangunan PLTSa 

Putri Cempo tersebut dilandasi oleh 

Perpres No. 18 Tahun 2016 

sebagaimana diubah dalam Perpres 

No. 35 Tahun 2018. Secara objektif, 

melalui kebijakan tersebut 

permasalahan menumpuknya limbah 

di TPA Putri Cempo dapat diatasi. 

Sebab, sampah yang dapat diolah 

dan dikonversi menjadi energi listrik 

mencapai 545 ton/hari tentu dapat 

mengurangi gunung sampah di TPA 

Putri Cempo.  

  Dampak lingkungan yang 

ditimbulkan akibat kebijakan 

pembangunan PLTSa Putri Cempo 

tersebut cenderung rendah dan masih 

dalam batas wajar standar baku mutu 

lingkungan. Disisi lain, keluhan 

masyarakat seperti kebisingan dari 

PLTSa Putri Cempo hanya bersifat 

sementara tepatnya pada 

pembangunan dan awal operasional. 

Setelah beroperasi secara normal, 

suara dari PLTSa Putri Cempo tidak 

berpengaruh pada kualitas kesehatan 

dan kenyamanan hidup masyarakat 

sekitar. 

  Selain itu, melalui adanya 

kebijakan pembangunan PLTSa 

Putri Cempo, individu-individu 

hingga masyarakat cenderung 

diuntungkan. Salah satunya adalah 

pembukaan lapangan kerja yang 

mampu meningkatkan tarat ekonomi 

individu tersebut. Komunitas 

Pemulung yang ada juga tetap 

diperbolehkan melakukan aktivitas 

memilah sampah sehingga tidak 

mengganggu perekonomian mereka. 

Saran 

 Saran yang diberikan oleh peneliti 
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mengenai pengelolaan sampah di Kota 

Surakarta di tingkat hulu terdapat tiga 

poin. Hal ini dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan stakeholders 

masyarakat seperti Karang Taruna dan 

kelompok PKK di setiap keluruhan Kota 

Surakarta disertasi pendampingan dari 

Dinas Lingkungan Hidup. Berikut saran 

dari peneliti, diantaranya: 

1. Perlunya partisipasi masyarakat 

melalui pemilahan sampah dimulai 

dari rumah tangga yang kemudian 

disalurkan melalui bank sampah;  

2. Sosialisasi dari Pemerintah Kota 

Surakarta menjadi penting 

dilaksanakan untuk kembali 

menggalakan pentingnya bank 

sampah yang saat ini mayoritas 

tidak aktif; 

3. Pemanfaatan sampah organik rumah 

tangga sebagai alternatif pembuatan 

pupuk kompos dan briket melalui 

sosialisasi dari Pemerintah Kota 

Surakarta dalam kondisi 

keterbatasan anggaran. 
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